
 

 

 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM                             

KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGARAI BARAT, 
 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum;  

  b.  bahwa jaringan dokumentasi dan jaringan informasi 

hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas 

dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan 

berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian 

layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, 

mudah, dan cepat;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Manggarai Barat; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547);  

2.  

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 82); 

4.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

5.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

6.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 

7.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis 
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Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

 

 MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

TAHUN 2025; 

KESATU : 

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat 

yang terdiri dari : 

a. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan 

Informasi Hukum;  

b. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum; 

KEDUA :  Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan keputusan ini. 

KETIGA :  Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

keputusan ini.  

KEEMPAT :  Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat. 
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Labuan Bajo                                                

Pada tanggal 19 Juni 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM             

KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

                          

 ttd. 

 

   FERDIANO SUTARTO PARMAN 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANGGARAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 

 

A. TIM PEMBINA DAN PENGARAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
MANGGARAI BARAT 
 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

1 Ferdiano 
Sutarto 
Parman 

Ketua KPU 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

PEMBINA a. Merumuskan kebijakan 
pembinaan dan 
pengembangan Jaringan 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum di 
Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum 
Kabupaten Manggarai 
Barat; 

b. Menyusun dan 
menyempurnakan 
pedoman /standar 
pengelolaan teknis 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum; dan  

c. Melakukan supervisi 
terhadap kualitas 
pembangunan hukum 
dan pelayanan kepada 
publim sebagai salah 
satu wujud tata kelola 

2 Krispianus 
Bheda 

Anggota 
KPU 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

PEMBINA 

3 Gregorius 
Juhardi 
Otto 

Anggota 
KPU 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

PEMBINA 

4 Agustinus 
Emil 
Rahmat 

Anggota 
KPU 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

PEMBINA 

5 Azis Anggota 
KPU 

PEMBINA 
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Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

pemerintahan yang baik, 
akuntabel, transparan, 
efektif dan efisien. 

6 Yerlingsur 
Nenoliu 

Sekretaris 
KPU 
Kabupaten 
Manggarai 
Barat 

PEMBINA 

 

 

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

TUGAS DALAM TIM 

1 Benediktus 
Hibur 

Kasubag 
Teknis 
Penyelengg
araan dan 
Hukum 

Anggota a. Pengumpulan, 
pengolahan, 
penyimpanan, dan 
penyebarluasan 
produk hukum yang 
diterbitkan oleh unit 
kerja masing-masing;; 

b. Pemanfaatan sistem 
informasi hukum yang 
dikoordinasikan oleh 
pusat JDIH; 

c. penyediaan sarana 
dan prasarana di 
lingkungan unit kerja 
masing-masing untuk 
mendukung 
pelaksanaan tugas 
anggota JDIH; dan 

d. penyediaan sumber 
daya manusia; dan 
penyampaian laporan 

2 Florence V. 
Yunita 

Kasubag 
Parmas 
dan SDM 

Anggota 

3 Benediktus 
Bagung 

Kasubag 
Kuangan, 
Umum 
dan 
Logistik 

Anggota 

4 Yosefia 
Mujur 

Kasubag 
Perancana
an, Data 
dan 
Informasi 

Anggota 

5 Novitasari 
P.P.R 
Zogara 

Staf Anggota 
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Ditetapkan di Labuan Bajo                                                           

Pada tanggal 19 Juni 2025, 

                                                              KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM                

         KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

 

              ttd. 

 

                                                                FERDIANO SUTARTO PARMAN 

 
 

6 Muhamad 
Iqbal 

Staf Anggota 
(Operator) 

pelaksanaan tugas 
kepada pusat JDIH. 

7 Lunaraisah Staf Anggota 
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